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ABSTRAK

Smart city merupakan penerapan konsep kota cerdas dengan memanfaatkan
teknologi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih
baik. Konsep smart city juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan
pemerintah dalam penggunaan aplikasi tersebut, sehingga memudahkan
untuk masukan dan kritik. Konsep kota pintar yang menjadi topik hangat di
kota-kota besar di seluruh dunia, menggunakan pendekatan citizen-centric
untuk mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola
kota, memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan lebih dekat antara pen-
duduk dan layanan. produsen. , dalam hal ini pemerintah daerah. Empat pilar
pengembangan kota pintar adalah: Pilar pertama adalah people (pengguna),
meliputi karakter dan moralitas, kepatuhan kebijakan (compliance), dan pi-
lar kedua adalah mekanisme dan standar layanan, termasuk model hubun-
gan antar pemangku kepentingan. Mengintegrasikan layanan publik dan data.
Pilar ketiga adalah infrastruktur ICT yang menggabungkan layanan dan data
(informasi) untuk menyediakan media otomatis seperti semua akses online,
infrastruktur jaringan, akses broadband, pusat data/cloud, platform pertukaran
data/big data, aplikasi, pengawasan video, dan lainnya. Pilar keempat adalah
struktur kelembagaan kota pintar yang melakukan analis, integrator, dan eval-
uator serta menyelaraskan manajemen Tl dengan proses bisnis. Lembaga kota
pintar memantau keberlanjutan program pembangunan yang digagas oleh pe-
merintah daerah. Efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat semakin
meningkat dan memuaskan. Dengan kemajuan globalisasi, peserta hubungan
internasional tidak lagi hanya negara, tetapi semua komponen masyarakat,
termasuk pemerintah daerah, dapat menjadi peserta dalam hubungan inter-
nasional. Peran pemerintah daerah sebagai aktor semakin ditekankan, dan
kemampuan mereka untuk mempromosikan kerjasama internasional semakin
ditekankan.

Kata Kunci: Smart City, Kinerja Pemerintah Kabupaten, Kebijakan Pemerintah Daerah

BAPPEDA SUMENEP # Volume 1 No. 1 Desember 2021 = 43



KARATON: Jurnal Pembangunan Sumenep

Pendahuluan

Arus urbanisasi yang semakin
meningkat menciptakan tantangan baru
bagi suatu kota atau kawasan perkotaan.
Mulai dari sampah, pendidikan, transpor-
tasi, pembangunan sosial ekonomi, ben-
cana alam, dan kesehatan. Sementara itu,
masyarakat yang semakin modern dan ma-
pan memiliki banyak harapan: lingkungan
yang nyaman untuk tinggal dan bekerja,
ruang publik yang memadai, dan kemuda-
han pengelolaan segala bentuk pelayanan
publik. Kota pintar adalah tren nyata di
Indonesia. Smart city bukan hanya sebuah
status yang bisa disebut sebagai smart
city, tetapi juga merupakan langkah besar
dalam perkembangan kota-kota di Korea
berbasis teknologi informasi dan komuni-
kasi (ICT).

Secara harfiah “Smart City” didefi-
nisikan sebagai “kota pintar”, sebuah
konsep yang dirancang untuk memberi
manfaat bagi masyarakat lokal, terutama
dalam hal pengelolaan sumber daya yang
rasional dan efisien. Dalam paparannya,
Kemendagri mendefinisikan smart city se-
bagai konsep tata kota yang komprehensif
yang dipadukan dengan berbagai perkem-
bangan dan kemajuan teknologi informa-
si dan komunikasi. Meningkatkan peren-
canaan dan pembangunan, produktivitas
daerah dan daya saing ekonomi, serta
membangun landasan nasional Indonesia
yang cerdas.

Sedangkan aspek utama pemban-
gun smart city menurut Frost dan Sullivan
pada tahun 2014 yaitu smart governance,
smart technology, smart infrastructure,
smart healthcare, smart mobility, smart
building, smart energy dan smart citizen.
Tujuan dari smart city itu sendiri adalah
untuk membentuk suatu kota yang nya-
man, aman, serta memperkuat daya saing
dalam perekonomian. Kota menjadi en-
titas yang menarik perhatian banyak pe-
neliti. Tidak hanya karena kota memiliki
dinamika perubahan yang begitu cepat,
tetapi juga karena dalam banyak prediksi
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yang didasarkan pada hasilhasil peneli-
tian bahwa hampir 50% penduduk dunia
akan memadati kota (Senate Department
for Urban Development and the Environ-
ment, 2015; Bakici, et.al., 2013; Chourabi,
et.al.,, 2012).

Akibatnya kota semakin meng-
hadapi tantangan yang luar biasa besar
dan kompleks terkait dengan fasilitas
yang diberikan kepada warganya. Kebu-
tuhan-kebutuhan mendasar seperti kes-
ehatan, pendidikan, transportasi umum,
sehingga warga kota merasakan keaman-
an, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal
di kotanya harus dipenuhi oleh pengelola
kota (Neirottia, et.all., 2014; Nam and Par-
do, 2011; Washburn and Sindhu, 2010).

Kemajuan teknologi kota pintar
yang semakin pintar memungkinkan kon-
sep pintar diterapkan tidak hanya pada
perangkat lain, tetapi juga pada sistem
atau perangkat lain. Konsep smart city
merupakan konsep smart city yang dapat
berperan dalam memudahkan masyarakat
mendapatkan informasi secara cepat dan
akurat. Konsep smart city dihadirkan se-
bagai respon terhadap pengelolaan sum-
ber daya yang efisien. Dalam arti, kon-
sep kota pintar adalah mengintegrasikan
informasi secara langsung dengan mas-
yarakat perkotaan.

Konsep Smart City dipandang se-
bagai solusi dari masalah pembangunan
perkotaan lokal. Kota pintar diciptakan
untuk meningkatkan produktivitas mas-
yarakat yang tinggal di dalamnya, yang
dalam segala hal bermuara pada penataan
dan pengelolaan kota yang dilakukan den-
gan pemanfaatan teknologi informasi dan
digital secara optimal. Dimulai dengan
sistem manajemen gedung, manajemen
kualitas lingkungan dan utilitas. Singkat-
nya, kota telah menjadi mesin ekonomi
dan produktivitas, yang pada gilirann-
ya membuat masyarakat menjadi sehat,
produktif, dan sejahtera. Program pe-
merintah yang sukses memiliki berbagai
strategi dan metode untuk mendapatkan
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penerimaan dan kepercayaan publik bah-
wa kota memiliki keunggulan atas wilayah
yang ada. Pemerintah terus berupaya men-
ciptakan infrastruktur yang dibutuhkan
masyarakat untuk menjadikan kota lebih
cerdas.

Konsep Smart City
untuk Kabupaten Sumenep

Sumenep merupakan salah satu
nama kabupaten yang terletak di pu-
lau Madura. Penyebutan nama Sumenep
dalam bahasa Maduranya lebih populer
dikenal dengan istilah “Songenep”. Luas
wilayah kabupaten ini vyaitu 2.093,47
km2 dengan jumlah populasi sebanyak
1.100.711 jiwa. Secara etimologi, nama
Sumenep diambil dari bahasa kawi atau
jawa kuno. Nama tersebut merupakan
gabungan dari dua kata, yaitu kata “sung”
dan “eneb”. Kata sung memiliki arti se-
buah relung/cekungan/lembah, sedang-
kan kata eneb memiliki arti endapan yang
tenang. Jadi nama Songenep kalau diar-
tikan berdasarkan gabungan dua kata di
atas memiliki arti lembah/cekungan yang
tenang (Iskandar Zulkarnaen : 2003).

Hal ini sebagaimana disinggung
dalam kitab Pararaton bahwa penyebutan
kata Songenep sebenarnya sudah populer
sejak kerajaan Singasari dimana pada saat
sang Prabu Kertanegara mendelegasikan
Arya Wiraraja (penasehat kerajaan dalam
bidang politik dan pemerintah) sebagai
penguasa diwilayah Sumenep, Madura
Timur pada tahun 1269 M mengucapkan:
“Hanata wongira, babatangira buyut-
ing Nangka, aran Banyak Wide, sinungan
pasenggahan Arya Wiraraja, arupa tan
kandel denira, dinonaksen, kinun adipati
ring Sungenep, anger ing Madura wetan.”
(Iskandar Zulkarnaen : 2003).

Kabupaten Sumenep juga memili-
ki semboyan yang dikenal dengan sebu-
tan “Sumekar”. Semboyan ini merupakan
akronim dari dua suku kata “Sumenep”
dan “Karaton”. Dengan semboyan terse-
but mengisyaratkan bahwa secara historis
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kabupaten Sumenep memiliki hubungan
yang cukup erat dengan sistem kerajaan.
Hal ini wajar mengingat sejarah Sumenep
merupakan daerah yang terdapat banyak
Karaton dan sebagai pusat pemerintahan
sang Adipati waktu dulu.

Lebih jauh, bahwa Smart City di-
dasarkan pada upaya mereka untuk me-
mecahkan berbagai tantangan yang diha-
dapi setiap kota. Jadi ada harapan untuk
masa depan di mana kota dapat hidup,
menciptakan hubungan yang harmonis
untuk semua, dan memiliki kehidupan
yang lebih baik dari sebelumnya. Kota
berkembang dan berkembang dicirikan
oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang
tinggi, penduduk yang merata, sumber
daya manusia yang berkualitas dan ber-
daya saing tinggi, pemanfaatan teknologi
di berbagai bidang, dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan sebagai modal utama bagi
pembangunan daerah.

Beberapaahlimendefenisikansmart

city, bahwa Smart City didefinisikan juga
sebagai kota yang mampu menggunakan
SDM, modal sosial, dan infrastruktur tele-
komunikasi modern untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan
kualitas kehidupan yang tinggi, dengan
manajemen sumber daya yang bijaksana
melalui pemerintahan berbasis partisi-
pasi masyarakat. (Caragliu, A., dkk dalam
Schaffers, 2010).
Lain dari definisi di atas, Smart City mer-
upakan hasil dari pengembangan pen-
getahuan vyang intensif dan strategi
kreatif dalam peningkatan kualitas so-
sial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif
kota. Kemunculan Smart City merupakan
hasil dari gabungan modal sumberdaya
manusia, modal infrastruktur, modal so-
cial dan modal entrepreuneurial. Pemer-
intahan yang kuat dan dapat dipercaya
disertai dengan orang-orang yang kreatif
dan berpikiran terbuka akan meningkat-
kan produktifitas lokal dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi suatu kota. (Kour-
tit & Nijkamp : 2012).
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Evolusi konsep smart city telah memba-
wa pada pemahaman konsep smart city
yang beragam namun belum jelas dan
koheren. Yang disebut kota pintar perta-
ma kali membuat terobosan baru dalam
memecahkan masalah kota, dan kemu-
dian berhasil meningkatkan kinerja kota.
Pembangunan kota menuju smart city
umumnya diawali dengan pemanfaatan
sebagian teknologi informasi dan komu-
nikasi sebagai prioritas. Misalnya, kota
Amsterdam yang menggunakan TIK untuk
mengurangi polusi, atau Talim, ibu kota
Estonia, memulai pengelolaan kota pintar
dari sudut pandang pemerintah menggu-
nakan e-government, kartu identitas un-
tuk layanan bagi penduduk yang didirikan
untuk berkembang menjadi pusat.

Berkat sentuhan teknologi, bebera-
pa kota besar tersebut telah mampu me-
nerapkan e-government, e-procurement,
budgeting, e-delivery, e-control dan e-gov-
ernment. e-pemantauan. Berdasarkan te-
knologi informasi dan komunikasi (TIK),
garis besarnya dapat diturunkan dengan
memaknai konsep smart city sebagai kon-
sep yang telah menyempurnakan konsep
yang ada dengan melengkapi kekurangan
yang ada dan mempertimbangkan as-
pek-aspek yang mungkin belum ada dalam
konsep tersebut. yang terjadi sebelumnya.

Bagaimanapun, konsep ini tidak
hanya mendukung pengembangan dan
pengelolaan kota pada tingkat teknis,
tetapi juga mencakup tingkat manusia dan
tingkat kelembagaan. Klasifikasi diimensi
konsep smart city juga menyebutkan tiga
dimensi, yaitu Aspek teknologi menuntut
pengembangan kota digital dan terinte-
grasi melalui dukungan infrastruktur fisik,
teknologi cerdas, perangkat yang sangat
mobile dan jaringan komputer yang se-
suai. Pengukuran sumber daya manusia,
kreativitas, pengetahuan, pendidikan dan
pembelajaran diperlukan sebagai mo-
tor penggerak utama terbentuknya smart
city dimana permasalahan pasif ditrans-
formasikan menjadi model sistem digital
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melalui kreativitas dan disajikan dalam
bentuk pembelajaran, dan dalam agar
dapat direalisasikan Itu harus benar-be-
nar konsisten. Dalam aspek kelembagaan,
diperlukan dukungan dari pemerintah dan
kebijakan tata kelola sebagai dasar peran-
cangan dan implementasi kota pintar.

Faktor Pendukung Smart City

Smart City cenderung menginte-
grasikan informasi ke dalam kehidupan
penduduk kota. Definisi lain Smart city
juga didefinisikan sebagai kota yang dapat
menjamin pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan kualitas hidup yang
tinggi dengan menggunakan sumber daya
manusia, modal sosial dan infrastruktur
telekomunikasi modern. Sumber daya
dikelola secara bijaksana melalui pemer-
intah melalui pelibatan masyarakat.

Ada beberapa indikator atau faktor pen-

dukung implementasi smart city:

1. Kualitas untuk menciptakan inova-
si ekonomi cerdas dan memenangkan
persaingan. Semakin besar jumlah ino-
vasi yang ditingkatkan, semakin besar
peluang bisnis baru dan semakin be-
sar persaingan antara bisnis dan pasar
modal. Smart economy juga mengacu
pada ekonomi yang baik, kota pintar
yang menggunakan potensi sumber
daya alam atau kepemilikan kota se-
cara efisien dan efektif. Pertumbuhan
ekonomi merupakan salah satu indika-
tor yang dapat meningkatkan pendapa-
tan dan kesejahteraan masyarakat se-
cara keseluruhan dengan mengukur
tingkat perkembangan suatu wilayah
selama periode tertentu.

2. Kemungkinan untuk mengembangkan
transportasi dan infrastruktur berupa
penguatan sistem perencanaan infra-
struktur perkotaan mobilitas cerdas.
Penataan infrastruktur kota yang akan
berkembang ke depan difokuskan pada
pemenuhan kepentingan publik dengan
sistem pengelolaan yang terintegrasi.

3. Smart Environment Sustainability and
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Resources, Smart Environment adalah
lingkungan yang dapat memberikan
kenyamanan visual atau tidak, kele-
starian sumber daya, keindahan fisik
dan non fisik bagi komunitas lokal dan
publik, lingkungan yang bersih dan ter-
tata.

4. Orang Cerdas Kreativitas, modal sosial,
dan pembangunan selalu membutuh-
kan modal, dan baik modal ekonomi
(ekonomi modal), modal usaha (modal
manusia) dan modal sosial (modal so-
sial) diperlukan.

5. Smart living (gaya hidup cerdas atau
kualitas hidup); Budaya berarti bahwa
manusia memiliki kualitas hidup (bu-
daya) yang terukur. Kualitas hidup itu
dinamis karena kami selalu berusaha
untuk meningkatkannya.

6. Tata Kelola Cerdas (Smart Governance);
Kunci utama keberhasilan pemerintah-
an adalah tata pemerintahan yang baik,
sebuah paradigma, sistem dan proses
pemerintahan dan pembangunan yang
menghormati prinsip-prinsip suprema-
si hukum, kemanusiaan, keadilan,
demokrasi, partisipasi, transparansi,
profesionalisme dan akuntabilitas, di-
kombinasikan dengan komitmen. Pe-
merintahan yang terdesentralisasi,
efisien, efektif, bersih, bertanggung
jawab dan berdaya saing dengan men-
junjung tinggi nilai-nilai dan prin-
sip-prinsipnya.

Landasan Membangun Smart City

Ada beberapa fondasi yang diang-
gap sebagai prasyarat membangun smart
city, yaitu :

a. Peran pemerintah berarti pemerintah
berperan penting dalam mewujudkan
implementasi smart city melalui peren-
canaan, penetapan regulasi (rules) yang
diperlukan, perencanaan pembiayaan,
pembangunan sistem dan infrastruktur
berbasis teknologi, dan tata kelola. Pe-
merintah harus memiliki mimpi dan ci-
ta-cita untuk menciptakan kota cerdas,
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d.

memberikan kehidupan yang berkuali-
tas bagi warganya, dan memberikan pe-
layanan yang baik dan efisien kepada se-
tiap orang yang tinggal di kota tersebut.

. Community support, artinya masyarakat

berperan penting dalam mengimple-
mentasikan smart city melalui dukun-
gan masyarakat terhadap program,
kebijakan, regulasi dan komitmen pe-
merintah terhadap smart city. Dukun-
gan masyarakat ini dapat berupa par-
tisipasi langsung sebagai aktor dalam
penciptaan kota pintar, menyampaikan
ide atau usulan inovatif untuk mening-
katkan kota pintar yang ada dan men-
gelola sarana dan prasarana yang
dibangun oleh pemerintah untuk men-
dukung implementasi kota pintar. Seti-
ap masyarakat sangat peduli dan peduli
terhadap lingkungan, setiap individu
dapat menciptakan kenyamanan dan
keamanan dalam lingkungannya, serta
memiliki sikap dan perilaku yang baik
terhadap sesama.

. Pembiayaan, teknologi canggih dinilai

sangat bermanfaat bagi kehidupan
manusia secara keseluruhan. Berbagai
kehidupan dapat diperoleh melalui te-
knologi. Namun, menciptakan teknolo-
gi yang kompleks membutuhkan biaya
yang sangat tinggi. Pemerintah daer-
ah yang ingin membangun kota pintar
berbasis teknologi informasi dan ko-
munikasi perlu memikirkan, meren-
canakan, dan menjelaskan biayanya.
Biaya ini harus dimasukkan dalam An-
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan, jika memungkinkan, pe-
merintah daerah dapat meminta ban-
tuan keuangan dari pemerintah pusat
untuk membiayai pembangunan infra-
struktur teknologi.

Teknologi; Meningkatnya permint-
aan masyarakat terhadap pelayanan
administrasi publik membuat sektor
pelayanan publik pemerintah mem-
berikan pelayanan yang lebih cepat,
sederhana dan murah. Kami percaya
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bahwa dukungan teknis sangat penting
untuk pelayanan yang baik. Peman-
faatan teknologi dapat memberikan
kemudahan sebagai pendorong dalam
mengembangkan hasil, menghasilkan
hasil yang berkualitas, meningkatkan
kecepatan dan bersaing.

Strategi Awal dalam Mendukung
Terwujudnya Smart City

Untuk mewujudkan smart city, se-
tiap pemerintah daerah terlebih dahulu
harus menjadikan kota tersebut sebagai
kota yang berdaya saing, nyaman, peduli
dan sejahtera dengan visi, misi, strategi,
tujuan dan program pembangunan yang
mengedepankan smart city. Kota Metro-
politan adalah kota yang berfungsi sebagai
pusat pemerintahan, pusat kehidupan
politik lokal, pusat pertumbuhan perda-
gangan dan jasa, pusat partisipasi sosial,
pusat seni dan budaya masyarakat, dan
pusat pemukiman maju. Hal ini ditandai
dengan semakin terintegrasinya kegiatan
sosial ekonomi, terciptanya ketentraman,
ketertiban dan kenyamanan, hadirnya
prasarana dan sarana terpadu yang maju
dan berkualitas, serta penataan ruang
kota dan lingkungan yang efektif.

Daya Saing berarti bahwa suatu
kota memiliki keunggulan kompetitif,
komparatif dan bersama di tingkat lokal,
nasional dan global, yang meliputi pro-
duktivitas sumber daya manusia yang
tinggi, pengembangan industri, perda-
gangan dan jasa keuangan, infrastruktur
sosial ekonomi yang lengkap, keamanan,
keamanan sosial dan stabilitas politik,
terselenggaranya manajemen profesional
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan te-
knologi.

Kenyamanan berarti kota vyang
aman, tenang, damai, tertib, beradab, dan
suasana pedesaan yang bebas dari rasa ta-
kut dan cemas, kota yang layak huni bagi
seluruh warga negara yang berekspresi
dan melakukan kegiatan sosial, ekonomi,
dan budaya. Peduli berarti bahwa suatu
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kota melalui pemerintah daerahnya dapat
memberikan pelayanan dan kepedulian
yang tulus, empatik, adil dan merata ke-
pada semua penduduknya tanpa diskrim-
inasi atas dasar ras, ras, agama, asal usul
atau golongan yang ditentukan oleh sikap
warganya.

Urgensi Mewujudkan Kota Cerdas

Teknologi informasi tidak lagi di-
gunakan di komputer pribadi atau smart-
phone, tetapi sudah mencapai level pe-
merintahan. Kota pintar dikenal sebagai
layanan kota yang dilakukan dengan
menggunakan peran teknologi informasi.
Kini konsep smart city mulai diterapkan
dan menjadi dambaan setiap kota di In-
donesia. Kemudian yang menjadi perma-
salahan adalah kesamaan konsep smart
city yang sebenarnya. Pasalnya, selama
ini belum ada regulasi langsung terkait
smart city. Selama ini, pemerintah daerah
terus menerapkan regulasi terkait smart
city, seperti UU No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasi-
onal, UU No 11 Tahun 2008, dan UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-
masi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pelayanan Publik dan Pe-
merintah Daerah Tahun 2009.

Relevansi kota pintar di kota-kota
di Indonesia harus menjadi perhatian uta-
ma. Pikirkan kota metropolitan sebagai
magnet urbanisasi. Masalah serius mas-
yarakat perkotaan, seperti peningkatan
konsentrasi penduduk, tidak diselesaikan
dengan kecepatan yang sebanding dengan
perkembangan industrialisasi. Masalah ini
pada akhirnya menyebabkan urbanisasi
berlebihan (Harahap : 2013).

Urbanisasi yang berlebihan akan
menimbulkan masalah tidak hanya di ko-
ta-kota tujuan, tetapi juga di desa-desa
terlantar. Misalnya, jumlah daerah miskin,
kumuh dan kriminalitas perkotaan sema-
kin meningkat. Membangun kota pintar
memang tidak mudah. Masalah muncul di
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banyak daerah.

Kabupaten Sumenep seringkali
memiliki beberapa permasalahan terkait
infrastruktur, koordinasi, dan sumber
daya manusia. Misalnya dari segi infras-
truktur, masalah kabel di jalan-jalan kota
masih ada yang bermasalah dan layanan
internet untuk masyarakat juga belum
maksimal. Padahal, infrastruktur adalah
yang paling mendasar, karena begitu in-
frastruktur ada, bisa berkembang pesat.
Masalah koordinasi merupakan masalah
klasik yang sering muncul di berbagai
sektor, baik pemerintah, bisnis, akademi-
si maupun masyarakat. Koordinasi yang
baik diperlukan untuk memastikan bah-
wa semua elemen yang berpartisipasi dan
berkolaborasi dalam pembangunan kota
pintar dapat memberikan kontribusi yang
sebesar-besarnya.

Menggunakan teknologi informasi
pada generasi sekarang bisa sangat mu-
dah. Berbeda dengan generasi sebelum-
nya. Sebagai Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian memiliki visi berikut un-
tuk menciptakan kota pintar di kawasan.
Payung hukum smart city adalah UU No.
2014 tentang Pemerintah Daerah. Lebih
spesifik lihat bagian Inovasi Lokal Pasal
386-388. Penjelasan umum adalah bah-
wa pembangunan suatu negara didorong
terutama oleh inovasi. dibuat oleh rakyat.
Perlu dicatat bahwa bagian 386 memuat
semua bentuk reformasi pemerintahan
daerah.

Inovasi mengacu pada ide, praktik,
atau objek yang dianggap baru oleh ses-
eorang. Inovasi dapat berupa produk atau
layanan baru, teknologi proses manufak-
tur baru, struktur dan sistem manajemen
baru, atau inisiatif baru untuk anggota
organisasi. Inovasi sektor publik merupa-
kan cara atau terobosan dalam mengatasi
kemacetan dan kebuntuan organisasi di
sektor publik.

Sifat sistem sektor publik yang
kaku dan stagnan harus dilemahkan den-
gan menyampaikan budaya inovasi. Ino-
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vasi biasanya hanya dikenal di lingkungan
yang dinamis seperti sektor bisnis yang
semakin diperkenalkan ke sektor pub-
lik. Untuk alasan ini, melindungi inova-
si masyarakat sangat penting. Selain itu,
diperlukan upaya peningkatan kreativitas
daerah untuk meningkatkan daya saing
daerah, dan diperlukan standar objektif
yang dapat dijadikan pedoman inovasi
bagi pejabat publik daerah.

Strategi Mewujudkan
Kota Cerdas (Smart City)

Kawasan ini akan didukung sebagai
kota cerdas melalui pemanfaatan teknolo-
gi informasi dan komunikasi, teknolo-
gi informasi dan komunikasi (TIK) dan
pada akhirnya akan mendukung tercip-
tanya ekonomi cerdas, mobilitas cerdas,
lingkungan cerdas, masyarakat cerdas,
gaya hidup cerdas, dan tata kelola yang
cerdas. Tahap penentu merupakan tahap
penting yang berfungsi sebagai jembatan
antara dunia konsep dan dunia realitas.
Dunia konsep tercermin dalam kondisi
ideal yang harus dilaksanakan sebagaima-
na dirumuskan dalam dokumen kebijakan.
Di sisi lain, dunia nyata merupakan re-
alitas di mana masyarakat sedang berge-
lut dengan berbagai objek politik, baik
sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum.
Tahap kritis digambarkan sebagai kondi-
si kritis bagi pemerintah daerah untuk
menerapkan layanan publik yang cerdas
melalui pengelolaan teknologi informasi
dan komunikasi. Tonggak penting yang
disebutkan dalam komentar ini termasuk
pemahaman konsep kota pintar, kerang-
ka pengembangan kota pintar, paradigma
pembangunan, dan komponen kota pintar.

Konsep kota pintar merupakan
pendekatan cerdas terhadap teknologi
informasi dan layanan publik sekaligus
membangun kota impian yang “terinte-
grasi atau terintegrasi” untuk memecah-
kan masalah perkotaan seperti pertum-
buhan penduduk, infrastruktur ICT,
ekonomi, politik, masalah budaya dan pe-

49

Volume 1 No. 1 Desember 2021



KARATON: Jurnal Pembangunan Sumenep

rubahan paradigma pemerintah.

Berdasarkan konsep tersebut, per-
an negara sebagai faktor kunci dalam
implementasi kota pintar. Empat pilar
pengembangan kota pintar meliputi: Pilar
pertama adalah people (pengguna), me-
liputi kepribadian dan moralitas, kepatu-
han kebijakan (compliance), pilar kedua
adalah model hubungan antar pemangku
kepentingan, layanan publik dan integrasi
data. Pilar ketiga adalah layanan dan data
(informasi) infrastruktur TIK yang meng-
gabungkan semua akses online, infras-
truktur jaringan, akses broadband, pusat
data/cloud, platform pertukaran data/big
data, aplikasi, dan media otomatis seperti
pengawasan video. Pilar keempat adalah
struktur kelembagaan kota pintar untuk
melakukan analis, integrator, dan evalu-
ator, serta menyelaraskan manajemen TI
dengan proses bisnis. Lembaga Smart City
memantau keberlanjutan program pem-
bangunan yang digagas oleh pemerintah
daerah.

Paradigma pemerintahan dapat
menentukan arah pembangunan pilar
smart city. Paradigma pemerintahan yang
berkembang saat ini menganut sistem ter-
buka seperti: 1) kelembagaan inklusif yai-
tu sikap terbuka dalam melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang kuat (sound),
2) Collaborative Governance yaitu adanya
sebuah forum deliberatif, di mana para
stakeholder yang terlibat dapat melaku-
kan proses dialog hingga mencapai sebuah
konsensus terkait permasalahan publik,
3) Integrated governance menggambarkan
struktur hubungan formal dan informal,
untuk mengelola urusan melalui pendeka-
tan kolaboratif (join-up) antar instansi pe-
merintah, dunia usaha, dan masyarakat,
3) Open Governance adalah inisiatif melak-
sanakan integrasi layanan, keterbukaan
akses informasi ke publik, keterlibatan
warga dalam kebijakan pemerintah.

Bridging smart city dapat juga
dikonotasikan melakukan proses ke-
matangan (maturity) IT gobernance, se-
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cara bertahap meliputi 1) ad-hoc, adanya
kesadaran yang kuat pada pimpinan dan
stakeholder, 2) Repeatable, tahapan pe-
manfaatan dasar IT dengan proses seder-
hana, 3) Defined network process, semua
proses dapat didefenisikan dengan jelas
dalam kerangka kerja terintegrasi, 4) Man-
aged, managemen proses secara real time.
5) Integrated, terintegrasinya layanan an-
tar organisasi (interorganizational) dan an-
tar sistem operasional (interoperasional),
dan 6) tingkat smart yaitu semakin efektif
dan efisien pelayanan kepada warganya.
Ketidakmampuan menyeleraskan
konsep kota cerdas, pilar pembangunan
smart city, paradigma pemerintahan ser-
ta visi dan misi pemda menjadi salah satu
penyebab tidak terarah dan tidak ter-
ukurnya pembangunan smart city.

Penutup

Untuk mewujudkan smart city di
Kabupaten Sumenep, diperlukan para-
digma bersama untuk mewujudkan smart
city sejati. Selain perlu adanya regulasi
langsung terkait smart city, juga diperlu-
kan kerjasama yang baik antara berbagai
pihak yang ingin menjadikan smart city
sebagai bentuk pelayanan publik bagi
masyarakat. Secara konseptual, karena
smart city masih merupakan hal baru da-
lam penataan ruang di Indonesia, hanya
beberapa daerah Kabuapten/Kota, misaln-
ya Bandung, Surabaya dan kota-kota lain
yang telah menerapkan konsep smart city.
Untuk mewujudkan smart city, setiap pe-
merintah daerah Kabupaten Sumenep
terlebih dahulu harus menjadikan kota
tersebut sebagai kota yang berdaya saing,
nyaman, peduli dan sejahtera dengan visi,
misi, strategi, tujuan dan program pem-
bangunan yang mengedepankan smart
city. Kabupaten Sumenep harus mampu
berfungsi sebagai pusat pemerintahan,
pusat kehidupan politik lokal, pusat per-
tumbuhan perdagangan dan jasa, pusat
partisipasi sosial, pusat seni dan budaya
masyarakat, dan pusat pemukiman maju.
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